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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 58 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN 

PENDIDIKAN AL-QUR’AN/TAMAN PENGAJIAN AL-QUR’AN DAN GURU MINGGU 

(GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  bahwa untuk mengoptimalisasi pemberian jasa kepada Guru Ngaji 

Taman Pendidikan Al Qur’an dan Guru Minggu dikota Probolinggo, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru 

Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pengajian Al-Qur’an 

Dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Di Kota 

Probolinggo. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomro 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembara Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4697); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun 

2019 Nomor 5); 

17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2019 Nomor 189); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU NGAJI TAMAN 

PENDIDIKAN AL-QUR’AN/TAMAN PENGAJIAN AL-QUR’AN DAN 

GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) 

DI KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman 

Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pengajian Al-Qur’an Dan Guru Minggu 

(Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 25), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 pada huruf c dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 5 

Jasa Guru Ngaji dapat diberikan kepada Guru Ngaji di TPQ sejenisnya, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Lembaga Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA) harus mempunyai ijin 

operasional lembaga; 

b. Guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA harus mempunyai 

Shahadah/Surat Tugas /Surat Keterangan Mengajar dari Lembaga; dan 

c. dihapus. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 6 pada huruf c dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

Jasa Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dapat diberikan kepada 

Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Lembaga (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Harus mempunyai Ijin 

Operasional) ; 

b. Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) harus mempunyai Surat 

Tugas Mengajar dari Lembaga; 

c. dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  15 Mei 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal   15 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 58 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 


